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Menimbang

Mengingat

TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

bahwa dalam rangka peningkatan Akuntabilitasi Kinerja
Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin, perlu
evaluasi atas implementasi SAKIP terhadap Indikator Kinerja
Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018;

bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Peraturan
Bupati Banyuasin Nomor 821 Tahun 2014 tentang Indikator
Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014-2018, perlu
dilakukan penyesuaian;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Banyuasin.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusidan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4181);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
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5. Undang. ..
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 35587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09
Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator
Kinerja Utama,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 15
Tahun 20038 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 7) Sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuasin Nomor S5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah

Kabupaten BanyuasinTahun 2014 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Daerah KabupatenBanyuasinTahun 2014
Nomor 035);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 26);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 7
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 - 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014
Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2009 Nomor 037).



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 129 TAHUN 2016
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN TAHUN 2014-2018.

Pasall

Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 129 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 821
Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin
Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun
2016 Nomor 129), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi :

Pasal 10

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal ¢ Newrter 2017
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Diundangkan di Pangkalan Balai =~ :
pada tanggal & Novevby 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

H. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2017
NOMOR W8



LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 125 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANYUASIN NOMOR 821 TAHUN 2014
TENTANG HZUHE.HOW KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN wgbmmz TAHUN 2014 - 2018
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Meningkatnya Nc.m:amw Persentase Panjang Jalan | Panjang Jalan Kabupaten dalam Dinas Pekerjaan Uwﬁw =
Infrastruktur Publik Kabupaten Dalam kondisi baik /Panjang Seluruh Umum dan Tata Inventaris
Kondisi Baik jang Ruang Jalan
Jalan Kabupaten x 100 % Tahunan
Persentase Jumlah Jumlah Jembatan dalam kondisi % Dinas Pekerjaan Data
Jembatan Kabupaten baik / Jumlah jembatan yan Umum dan Tata Inventaris
dalam kondisi baik J yang Ruang . Jembatan
ada x 100% Tahunan
Persentase Lahan Lahan Pertanian mendapatkan % Dinas Pekerjaan Laporan
Pertanian mendapatkan 5t . Umum dan Tata Inventaris
i . irigasi  teknis/ Jumlah Total .
irigasi teknis Ruang Irigasi
Lahan x 100 % Tahunan
Persentase Rumah Layak | Jumlah Rumah Layak Huni % Dinas Laporan
Huni Perumahan Tahunan
Tahun Bersangkutan / Jumlah Rakyat, Kawasan
Rumah yang ada x 100% Pemukiman dan
Pertanahan
Persentase Ketersediaan Jumlah Dermaga Sungai Dalam % Dinas Laporan
Dermaga Sungai Kabupaten / Total Kebu . Perhubungan Tahunan
Dermaga Sungai Dalam
Kabupaten x 100 %
Iklim Investasi Yang Jumlah Investor Jumlah Perusahaan PMA + Perusahaan Dinas Laporan
Sehat Dan Jumlah Perusahaan PMDN Penanaman Tahunan
Pengembangan Usaha Modal dan
Kecil Dan Menengah Perizinan
Sesuai Dengan Terpadu Satu
Pintu

Karakteristik Daerah
Serta Potensi Usaha




Nilai Realisasi PMDN Jumlah Realisasi PMDN Rp Dinas Laporan
berdasarkan LKPM berdasarkan LKPM Penanaman Tahunan
Modal dan
Perizinan
Terpadu Satu
Pintu
Pertumbuhan UMKM Usaha Mikro - Usaha Kecil - % Dinas Laporan
Usaha Menengah Perdagangan, Tahunan
Koperasi dan
UKM
Menurunnya Tingkat Besaran Angka Jumlah Penduduk Angkatan % Dinas Tenaga Laporan
Pengangguran dan Partisipasi Angkatan Kerja / Jumlah Penduduk Usia | r— Tahunan
Meningkatnya Iklim Kerja Kerja x 100% J
Ketenagakerjaan yang Transmigrasi
Baik Jumlah Tenaga Kerja Perbandingan  Tenaga Kerja % Dinas Tenaga Laporan
Pengangguran Terampil Pengangguran yang telah bekerja Keria dan Tahunan
yang Telah Bekerja dengan tenaga kerja 1
pengangguran yang dilatih x 100 Transmigrasi
%
Pengelolaan SDA Secara Skor Neraca Bahan Ketersediaan Protein (Gram/ % Dinas Ketahanan Laporan
Baik dan Optimal Makanan dan Pola Kap/ Hari) = Ketersediaan Pangan Tahunan
Dalam Rangka Pangan Harapan (NBH Pangan/ Kap/ Hari)/100) x
Meningkatkan dan PPH) Kandungan Protein x BDD
Pertumbuhan Ekonomi
Sektoral Yang Ketersediaan Energi (Kal/ Kap/ %
Berkelanjutan Hari) = Ketersediaan Pangan/
Kap/ Hari)/ 100 ton (ekv beras))
x BDD
Persentase Peningkatan Dinas Pertanian Laporan
Tahunan

WHOQSWMM.




Meningkatnya Kualitas
SDM Unggul dan
Berprestasi

Pertanian Jumlah Produksi Tahun % Dinas Pertanian Laporan
Bersangkutan dikurang jumlah Tahunan
Produksi pada kondisi awal/

Jumlah Produksi pada kondisi
awal x 100 %

Peternakan Jumlah Produksi Tahun % Dinas Pertanian Laporan
Bersangkutan dikurang jumlah Tahunan
Produksi pada kondisi awal/

Jumlah Produksi pada kondisi
awal x 100 %

Hasil Perkebunan (Jumlah Produksi Tahun % Dinas Pertanian Laporan
Bersangkutan - Jumlah Produksi Tahunan
tahun sebelumnya dibagi dengan
jumlah produksi tahun

" sebelumnya) x 100 %

Perikanan wc&Qm@m Jumlah  Produksi _ Perikanan % Dinas Perikanan Laporan
budidaya tahun berjalan - Tahunan
jumlah produksi pada kondisi
awal / Jumlah Produksi pada
kondisi awal x 100 %

Perikanan Tangkap Jumlah  Produksi Perikanan % Dinas Perikanan Laporan
tangkap pada tahun berjalan - Tahunan
jumlah produksi pada kondisi
awal / Jumlah Produksi pada
kondisi awal x 100 %

13 | Persentase pendidikan Jumlah Siswa TK/ PAUD dibagi % Dinas Pendidikan, Laporan

anak usia dini Jumlah Penduduk Usia 4 - 6 Pemuda, Olahraga Tahunan
Tahun dikali 100% dan Pariwisata

14, | APK Dinas Pendidikan, Laporan

Pemuda, Olahraga Tahunan

dan Pariwisata

APK SD/MI/Paket A

&

Jumlah Siswa SD/ MI/ Paket A
dibagi Jumlah Penduduk Usia 7 -
12 Tahun dikali 100%

%




APK SMP/ MTs/ SMPT/
Paket B

Jumlah Siswa SMP/ MTs,/ Paket
B dibagi Jumlah Penduduk Usia
13 - 15 Tahun dikali 100%

15 | APM Dinas Pendidikan, Laporan
Pemuda, Olahraga Tahunan
dan Pariwisata
APM SD/MI/Paket A Jumlah Siswa SD/ MI/ Paket A %
Usia 7 - 12 Tahun dibagi jumlah
Penduduk usia 7 - 12 Tahun
dikali 100%
16 | Angka melek huruf Jumlah Penduduk usia 15 tahun % Dinas Pendidikan, Laporan
(AMH) ke atas yang dapat baca tulis Pemuda, Olahraga Tahunan
dibagi Jumlah Penduduk Usia 15 dan Pariwisata
ke atas dikali 100%
17 | Angka Melanjutkan ’ Dinas Pendidikan, Laporan
Pemuda, Olahraga Tahunan
dan Pariwisata
SD - SLTP Jumlah yang diterima sekolah %
lanjutan/ jumlah seluruh yang
lulus x 100 %
SLTP - SLTA Jumlah yang diterima sekolah %
lanjutan/ jumlah seluruh yang
lulus x 100 %
18 | Rata-rata Nilai UN Dinas Pendidikan, Laporan
Pemuda, Olahraga Tahunan

dan Pariwisata

SD

Satuan

SLTP

Satuan




INDIKATOR KINERJA PENANGGUNG SUMBER KETERAN
REanAT (OUTCOME) U e JAWAB DATA | GAN
1 2 3 4 5 6 7
Terwujudnya SDM 19 Angka Harapan Hidup Angka Perkiraan lama hidup Tahun Dinas Kesehatan Laporan
Sehat rata-rata  penduduk  dengan Tahunan
asumsi tidak ada perubahan pola
mortalitas menurut umur
20 Angka Kelangsungan Jumlah Bayi (berumur< 1 tahun) % Dinas Kesehatan Laporan
Hidup Bayi (AKB) yang meninggal di satu wilayah Tahunan
_ | tertentu selama 1 tahun |/
Jumlah Kelahiran Hidup di
wilayah dan pada kurun waktu
yang sama x 100%
Meningkatnya Kualitas | 21  Nilai Akuntabilitas Nilai Akuntabilitas Kinerja | Skala Nilai Bagian Laporan
Tata Kelola Kinerja Kabupaten A/B/BB/C/ Organisasi Tahunan
Pemerintahan CC/D/DD/E Sekretariat
, Daerah/
Inspektorat/
Bappeda/
22  Opini BPK Terhadap Opini Badan Pemeriksa | SkalaNilai BPKAD Laporan
Kewajaran LKPD Keuangan (BPK) {OPINI) Tahunan
23 | Indeks Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakat Skala Nilai Bagian Laporan
Masyarakat (IKM) (IKM) Organisasi Tahunan
v Sekretariat
Daerah

%,

BUPATI BANYUASIN,




